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ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BINJAI

Nama : Heru Prabowo Adi Sastro
NIM : 141803077
Program : Magister Hukum

Pembimbing I : Dr. Marlina, SH, M.Hum,
Pembimbing II : Dr. Triono Eddy, SH, M.Hum

Pemberian remisi kepada narapidana merupakan perintah dari Undang-
undang sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk
merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistemm Pemasyarakatan. Namun dalam
pengawasannya yang melibatkan lembaga atau instansi di luar daripada Lembaga
Pemasyarakatan tidak dibarengi dengan adanya suatu peraturan yang tegas dalam
pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan adanya hambatan-hambatan yang justru
mempersulit pemberian remisi kepada narapidana.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui Pengawasan Pemberian Remisi
Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IT A Binjai. Adapun sifat
penelitian adalah yuridis normatif. Bahan kepustakaan dan studi dokumen
dijadikan sebagai bahan utama sementara data lapangan akan dijadikan sebagai
data pendukung atau pelengkap. Data yang terkumpul dipilah dan dianalisis secara
yuridis dan terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara logis
sistematis dengan metode deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi
kepada narapidana mengalami pergeseran baik dari pengertian, kriteria maupun
tujuannya. Menurut ketentuan, remisi aslinya adalah hak narapidana, bergeser
menjadi semacam hadiah yang diberikan oleh pemerintah, dan terakhir bergeser
menjadi ajang/arena jual beli kepentingan. Akibat pergeseran tersebut, terjadi
pengaburan terhadap aturan-aturan hukum pemberian remisi yang secara otomatis
berdampak pada pengawasannya. Selain itu, pelaksanaan pemberian remisi
merupakan suatu hak narapidana dan juga sebagai rangsangan agar narapidana
bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan
Sistem Pemasyarakatan. Sistem pengawasan pemberian remisi di Lembaga
Pemasyarakatan melibatkan Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan mulai dari

nit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, juga
melibatkan Hakim Pengawas dan Pengamat. Hambatan yang dihadapi dalam
pemberian remisi adalah belum adanya sarana peraturan perundang-undangan dan
peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum yang kuat yang merupakan
landasan yuridis dan strukturil sebagai penunjang atau dasar bagi ketentuan-
ketentuan operasionil suatu pengawasan pemberian remisi yang berlaku bagi
semua pihak yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi, disamping
adanya tindakan indisipiner dari narapidana, sehingga diupayakan untuk

":1@1-’\1"-?{1/3&&%' _Isf&rgal\blsllz%a'& NnAuélélxn peraturan perundang- undangan dan



peraturan pelaksanaan ketentuan operasionil suatu pengawasan pemberian remisi
khususnya yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.

Kata Kunci : Pengawasan, Remisi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan
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ABSTRAC
LEGAL ANALYSIS OF REMISSION ADMINISTRATION ON PRISONER

IN BINJAI PRISON
Nama : Heru Prabowo Adi Sastro
NIM : 141803077
Program : Magister Hukum

Pembimbing I : Dr. Marlina, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Triono Eddy, SH, M.Hum

The administration of remission to prisoner is order of the law as a
stimulation so that prisioner are ready to receive the counseling to change the
behavior according to goal of community system. But in controlling involving the
institution or instances outside of the community system is not combined with a
firm regulation in the implementation. This case causes there is the problem to
make the administration of remission difficult for prisoner.

The research is done to know the supervision of remission administration
on prisoner in Prison related with the goal of community system. The nature of
this research is normative yuridic. The materials of library and study of documents
are made as main material of field data will be made as supportive and completing
data. The data gathered will be singled out and analyzed yuridically and to data of
qualitative nature will be interpreted systematic logically.

The result of the study shows that the implementation of the giving of
remission upon the convicts deviates from time to time. The deviation includes its
definition, criteria or objectives as well. In accordance with laws, originally,
remission is the convict’s rights now is likely a gift given the government and
finally becomes an arena of transaction of people’s interests. In results, there is an
uncertainty of the regulations of the giving of remission which automatically
influences to its monitoring. Beside it, implementation of remission
administration is a right of prisoner and also as stimulation so that prisoner are
ready to receive the counseling to change the behavior according o the goal of
Community System. The controlling system in remission administration in Prison
involves the Prison done beginning from Unit of Technique Impelemtor of
Community, Regional fice Ministry of Law and Human Rights to be continued to
Directorate General of Community, also involves the Controlling Judge and
observer. The problem found in administration of remission is there is not yet the
facility of statutes regulation and rule of implementation as law umbrella to be
supporting of base for operational requirements for controlling the remission
vuridical and structural foundation as supporting of base for iperational
requirements for controlling the remission administration for all parties involved
in the remission administration, beside there is indiciplinary action of prisoner, so
that it is attempted to implement as maximum as possible the statutes and
operational implementation rule of remission administration especially found in
the law of Community.

Key it PR R0 RERjsgign, Prisoner, Prison
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Sistem Peradilan Pidand 'merupakan suatu sistem yang “masukan”
(input) berupa pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan melanggar hukum

39

pidana untuk “diproses” dan selanjutnya menjadi “keluaran” (out put)
kembali pada masyarakat seperti sediakala. Dengan demikian cakupan tugas
sistem ini memang luas meliputi : (a) mencegah masyarakat menjadi korban
kejahatan; (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat
puas bahwa ke.adilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; serta (c)
berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi
lagi perbuatannya. Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini
terutama instansi-instansi (badan-badan) yang kita kenal dengan nama :
kepolisian-kejaksaan-pengadilan-dan pemasyarakatan.'

Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Pemasyarakatan yang berlaku
dewasa ini, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang
berlaku dalam Sistem Kepenjaraan. Asas yang dianut Sistem Pemasyarakatan
menempatkan narapidana sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi

dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang

pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan dua sistem

Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan SPP Kumpulan karangan Buku Kedua, cetl,

Ny Nf\fER%WWéWFE@AﬁQF%@R@A Pengabdian Hukum UI, 2007), hal. 140.



tersebut memberi implikasi perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan
bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai.

Gerakan-gerakan pembaharuan Sistem Penjara terus berkembang,
sebagai akibat dari gerakan kemanusiaan yang menganggap narapidana
sebagai manusia yang utuh dan harus disosialisasikan serta ditunjang pula
oleh penemuan-penemuan ilmiah baik ilmu sosial maupun ilmu alam yang
bersifat empiris.

Tujuan penghukuman adalah mencegah seseorang melakukan
kejahatan dan bukan merupakan pembalasan dendam dari masyarakat.
Usaha-usaha yang sama yang telah dilakukan dalam bidang kepenjaraan di
negara Barat, khususnya di Amerika juga telah dilaksanakan di Indonesia
sejak tahun 1964, sehingga muncul Sistem Kepenjaraan baru yang dikenal
dengan Sistem Pemasyarakatan.?

Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan mempunyai inti tugas
tentang pembinaan terhadap narapidana seperti dalam Piagam
Pemasyarakatan sebagai hasil konferensi kerja Direktorat Pemasyarakatan
pada tanggal 27 April sampai dengan 09 Mei 1964 di Bandung. Menurut
pasal 1, 2 dan 6 Piagam Pemasyarakatan, arti tugas pembinaan adalah
sebagai berikut :*

“...yang berintegritas dengan masyarakat dan menuju kepada integritas

kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan sebagai proses bergerak
dengan menstimulir timbul dan berkembangnya self propelling

f Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 97.
° Romli Atmasasmita, Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana, (Bandung: Alumni,

" Bambang Poemomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan,
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